
ABSTRAK 

 

Skripsi ini membahas tentang kebijakan pendapatan asli daerah dalam 

mewujudkan good governance pada Pemerintah Kota Surabaya. Pada skripsi ini 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah bentuk kebijakan 

PAD untuk mencapai target dengan adanya hambatan yang dapat mewujudkan 

prinsip-prinsip good governance pada pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengetetahui pencapaian 

pendapatan asli daerah pada tahun 2020 yang bijak pada pemerintah Kota Surabaya 

yang dapat mewujudkan pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dengan 

ketentuan prinsip-prinsip good governance. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara, dokumentasi dan riset pustaka. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kebijakan pendapatan asli daerah pada pemerintah Kota 

Surabaya sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan juga pelaporan 

keuangan yang sudah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. 
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ABSTRACT 

 

This research observes the policy of Local-owned Source Revenue to realize 

Good Governance in the Surabaya Local Government. The research problem was 

what the form of policy of Local-owned Source Revenue to achieve targets with 

obstacles that can realize the principles of Good Governance in the Surabaya Local 

Government. Therefore, it aimed to understand and determine the Local-owned 

Source Revenue in 2020 by the Surabaya Local Government which can realize good 

management with the principles of good governance. 

The research was qualitative. Furthermore, the data sources were both 

primary and secondary. The instruments in the data collection technique were 

interviews, documentation, and library research. Moreover, the result showed that 

the policy of Local-owned Source Revenue in the Surabaya Local Government 

suited to the established regional regulations, and the financial statement which had 

been implemented following the good governance principle. 
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